LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

. bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas

kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat;

. bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian

izin pembangunan dan usaha pengelolaan pasar
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan
dan daya saing antarpelaku ekonomi baik dengan
skala modal besar maupun skala modal kecil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang  Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,
Kabupaten Dati [I Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4739);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2012 tentang  Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor
19).



13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana  telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor
5).

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN

DAN PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Lampung
Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung
Timur.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat
bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih
dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun
pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan,
perdagangan maupun sebutan lainnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui
proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya
berupa pusat perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan
Shopping Centre serta sejenisnya yang pengelolaannya
dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan
kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu
tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang
pasti.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasar Khusus adalah pasar barang yang diperjual belikan
bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar
kramik, pasar burung, dan sejenisnya.

Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah
daerah, badan wusaha dan kelompok masyarakat yang ruang
lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan  permukiman
di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang
diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari.

Pasar Desa adalah pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau
dikelola oleh pemerintahan Desa atau kelurahan yang ruang
lingkup pelayanannya meliputi lingkungan Desa atau
kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang
diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari
dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.

Pasar Daerah adalah pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah
Kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang
kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa.

Pasar Milik Swasta adalah pasar yang dikelola oleh badan
hukum swasta dan/atau perorangan yang ruang lingkup
pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten dengan jenis
perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang
serta jasa.

Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-
masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

Minimarket adalah sarana atau tempat wusaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari
secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara
pelayanan mandiri (swalayan).

Supermarket adalah sarana atau tempat wusaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran
dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau
disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk
melakukan kegiatan perdagangan barang.

Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya
yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan,
atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang
dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang
berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk
dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten setempat.

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian
pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan
mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi yang ada.

Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang
dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui
perencanaan, pembangunan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan  dan pengembangan secara
berkesinambungan.
Kemitraan adalah kerjasama wusaha antar usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar
disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan
oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling
menguntungkan.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata
ruang.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu 30 tahun.

Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan
yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta
disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan
tempat-tempat penjualan umum.

Toko/Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen
yang terdapat di areal pasar dan dibangun secara tertutup.

Los adalah bangunan permanen maupun tidak permanen yang
yang terdapat di areal pasar dan dibatasi dengan sekat.

Lapak adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan
menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya.



31

.Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar

yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar (Koppas).

32.Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang

sudah berdiri.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dilaksanakan
berdasarkan atas asas:

PN R WD =

kemanusiaan;

keadilan,;

kesamaan kedudukan;
kemitraan;

ketertiban dan kepastian hukum;
kelestarian lingkungan;
kejujuran usaha;

persaingan sehat.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengelolaan Pasar, bertujuan untuk:

1.

(1)

(2)

menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha
pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan
pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan
keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta

swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar
tradisional dan pasar modern;

. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat

serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar
tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar
dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya
terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap,
lancar, efisien dan berkelanjutan;

menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan
Tata Ruang Wilayah.

BAB III
PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 4

Usaha pasar dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk,
meliputi:
a. usaha pasar tradisional;

b. usaha pasar modern.
Usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa
bentuk, meliputi:

a. pasar daerah;



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

b. pasar lingkungan;

c. pasar desa; dan

d. pasar khusus.

Usaha pasar modern dapat digolongkan menjadi beberapa
bentuk, meliputi:

a. pusat perbelanjaan dan sejenisnya;

b. toko modern, seperti minimarket dan supermarket.

Ketentuan mengenai usaha pasar modern sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur tersendiri.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan Pasar, baik
renovasi maupun relokasi, harus diadakan sosialisasi terlebih
dahulu kepada pedagang pasar yang menempati, 6 (enam) bulan
sebelum pelaksanaan kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disertai
dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian
akademis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar,
dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat
sekitar pasar.

Tim Kajian dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan
perwakilan pedagang lama sebagai salah satu anggota Tim
Kajian.

Jumlah penambahan kios baik renovasi maupun relokasi
disesuaikan dengan hasil tim kajian dari jumlah kios sebelum
diadakan renovasi maupun relokasi.

Setiap pelaksanaan pembangunan pasar baik renovasi
maupun relokasi peruntukannya diprioritaskan  bagi
pedagang lama yang memiliki legalitas dan  selebihnya untuk
konsumen/pedagang lainnya.

Untuk pembangunan pasar yang baru peruntukannya agar
memprioritaskan bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.

Bagian Kedua
Pembangunan Pasar Milik Pemerintah Daerah

Pasal 6

Penyelenggaraan pembangunan pasar milik pemerintah Daerah
dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Pembangunan Pasar Oleh Swasta

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pembangunan pasar oleh swasta/perorangan
harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan pembangunan pasar oleh swasta/perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perizinan Pembangunan Pasar

Pasal 8

(1) Pihak pengembang pasar milik Pemerintah Daerah wajib
menyelesaikan perizinan yang meliputi:
. penetapan lokasi;
. kajian lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL);
pengesahan site plan;
. izin mendirikan bangunan (IMB);
surat izin tempat usaha (SITU);
surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
. hinder ordonantie (HO).
(2) P1hak pengembang pasar milik swasta wajib menyelesaikan
perizinan yang meliputi:
a. izin lokasi;
b. kajian lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL);
c. pengesahan site plan;
d. izin mendirikan bangunan (IMB);
e
f
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. surat izin tempat usaha (SITU);
. surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
g. hinder ordonantie (HO).

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3),
untuk lokasi pembangunan pasar di daerah persawahan wajib
melampirkan rekomendasi alih fungsi lahan dari instansi yang
berwenang.

Pasal 9

(1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko
Modern selain Minimarket harus memenuhi  persyaratan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan
analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar
Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan
Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan
pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;



(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

kepadatan penduduk;

pertumbuhan penduduk;

kemitraan dengan UMKM lokal;

penyerapan tenaga kerja lokal,

ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana

bagi UMKM lokal,;

. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah

ada;

i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak
antara Supermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada
sebelumnya; dan

j- tanggung jawab sosial perusahaan (corporate  sosial
responsibility).

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh

badan/lembaga independen yang berkompeten.

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen

pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam
mengajukan Surat Permohonan:

a. izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan
atau Toko Modern selain Minimarket; atau

b.izin wusaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau
Toko Modern selain Minimarket.

Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan

atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 10

Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern dibangun dengan

jarak radius minimal 1000 meter dari pasar tradisional terdekat.

Pedoman teknis penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang

terintregitasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain

wajib memperhatikan:

a. kepadatan penduduk;

b. perkembangan pemukiman baru;

c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan

e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah
sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada

pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket

dimaksud.



BAB V
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Sarana/Fasilitas Pasar

Pasal 12

Sarana/fasilitas bangunan pasar antara lain terdiri dari:
a. bangunan toko/kios/los yang dibuat dengan ukuran standar ruang
tertentu;
b. kantor pengelola;
areal parkir;
. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan
sampabh;
air bersih;
sanitasi/drainase;
tempat ibadah;
toilet umum;
pos keamanan,;
tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbabh;
hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
penteraan,;
. sarana komunikasi;
area bongkar muat dagangan;
ruang terbuka hijau; dan
. jaringan listrik.
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Pasal 13

(1) Dalam pengelolaan pasar pemerintah daerah menetapkan standar
operasional dan prosedur yang berkenaan dengan:

sistem penarikan retribusi;

sistem keamanan dan ketertiban;

sistem kebersihan dan penanganan sampabh;

sistem perparkiran;

sistem pemeliharaan sarana pasar;

sistem penteraan; dan
g. sistem penanggulangan kebakaran.

(2) Penetapan standar operasional dan prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait dengan
melibatkan unsur pedagang pasar.

O Q0o

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah Dari Pengelolaan Pasar

Pasal 14

(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan
pasar dianggarkan dalam APBD.

10



(2) SKPD terkait memiliki kewenangan dan bertanggungjawab
terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan
pasar.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 15

(1) Bupati melalui kepala SKPD terkait melakukan pengendalian dan
evaluasi pembangunan dan pengelolaan pasar di wilayah daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. kebijakan pembangunan dan pengelolaan pasar;
b. pengelola dan pedagang;
c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
d. prasarana dan sarana pasar.

BAB VI
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 16

(1) Pembangunan dan pengelolaan pasar milik pemerintah daerah
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 17

(1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk
melakukan renovasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun
Serah Guna, dan/atau Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERIZINAN USAHA PASAR

Pasal 18
(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional dan/atau pasar
modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati cq.
Kepala SKPD yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Izin Usaha Pengelolaan Pasar terdiri dari:

a. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);

b. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);

c. izin usaha toko modern (IUTM).

Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan
pembangunan dan pengelolaan pasar dilakukan oleh pemerintah
daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan
terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama,
pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 20

Setiap pengelola pasar tradisional dan wusaha pasar modern

mempunyai kewajiban:

a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala
besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti
minimarket);

b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin
penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku,
khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan
konsumen;

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian
lingkungan tempat usaha;

f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian
dan  perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta
ketertiban umum di tempat usahanya;
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(2)

g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang
serta barang-barang terlarang lainnya;

h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan
drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi
karyawan dan konsumen;

i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen
untuk melaksanakan ibadabh;

j.- mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai
dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di
tempat usaha;

l. bagi pasar modern wajib menerbitkan dan mencantumkan
daftar harga yang ditulis dalam rupiah;

m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan

konsumen;

n. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah
sesuai dengan hasil kajian akademis;

o. menyediakan fasilitas parkir, penitipan kendaraan bermotor
dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan
pasar.

Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian
keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 21

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

1.

2.

melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan
barang dan/atau jasa secara monopoli;

menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok
masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran
untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan
masyarakat;

. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat

dan jenisnya membahayakan kesehatan;

menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;

mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan
dan mengubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati c.q Kepala
SKPD yang membidangi pasar;

memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga
kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ini, dikenakan sanksi
administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administrasi; dan/atau
c. perintah pembongkaran bangunan.

(3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan  atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana;

d. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan
pemeriksaaan perkara;

e. menyuruh  berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa;

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat
cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal

i. tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau
keluarganya; dan/atau
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j- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perizinan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan saksi;

e. pemeriksaan kejadian.

(4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
Penyidik  Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XII
SANKSI PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 18,
dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pasar tradisional dan pasar modern yang sudah operasional dan
telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan tenggang waktu berakhirnya masa izin.

Pasal 26

(1) Pembangunan pasar tradisional dan pasar modern yang belum
memperoleh izin pembangunan pasar setelah diberlakukannya
Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pasar tradisional dan pasar modern yang sudah operasional
dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah
diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan
permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pasar
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Sukadana,
pada tanggal 11 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana,
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu
pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi
perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga
di Kabupaten Lampung Timur, Liberalisasi perdagangan tersebut
memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi
di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena pasar modern
di Kabupaten Lampung Timur baik yang berskala minimarket
maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata
bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan
juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya
hypermarket-hypermarket yang bila tidak di antisipasi akan
membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku
ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern,
maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah
dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang
bersama-sama dengan pedagang pasar modern secara serasi,
seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi
regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang
pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena
perkembangan pasar modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi
perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah terutama dalam hal pengelolaan pasar dapat
dipergunakan untuk mengatur pembangunan dan pengelolaan pasar
di Kabupaten Lampung Timur. Lokasi pendirian pasar tradisional
dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
termasuk zonasinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk
Perda Pembangunan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung
Timur.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
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Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan
perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan
serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan
pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan
perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan
serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan
pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai
dengan porsinya.

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam
memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional
dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus
memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam
kedudukan sama/setara.

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan
perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan
serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek
kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.

Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam
memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional
dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan
perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan
serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek
kejujuran dan saling percaya.

Asas “Persaingan Sehat (Fairnees)” yaitu asas dalam
memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional
dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus
diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat
(fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR
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